VA
BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 900.1.7.1/225/KEP-BPKAD /2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR 900.1.7.1/
1695/KEP-BPKAD /2024 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN ATAU
SELURUHNYA KEKUASAAN BUPATI SINTANG SELAKU PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SINTANG SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran
2025, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang
tertib, transparan, taat aturan, efektif dan efisien,
serta bertanggung jawab dengan memperhatikan asas

keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan Surat dari Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Nomor 800.1.11.11/1959/BKPSDM-B/2025
tanggal 27 Maret 2025 tentang Surat Perintah
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Sintang ;

c. bahwa ...



Mengingat

{

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati
Sintang Nomor 900.1.7.1/1695/KEP-BPKAD/2024
tentang tentang Pelimpahan  Sebagian atau
Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Sintang Sebagai Kepala Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang
Selaku  Pejabat Pengelola Keuangan  Daerah
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan ...



Menetapkan

KESATU

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

8. Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024
Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024
Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Perubahan Atas Keputusan Bupati Sintang Nomor
900.1.7.1/1695/KEP-BPKAD /2024 tentang Pelimpahan
Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan
Aset Daerah Kabupaten Sintang Sebagai Kepala Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Sintang Tahun Anggaran 2025;

KEDUA ...



KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah terkait perubahan Nama Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Sebagai
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Sintang selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025,
dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025
dengan ketentuan :

a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025;

b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana

mestinya.
Ditetapkan di Sintang
/;'P ,\\E ggal S5 Mei 2025
P YR,

/., suna

4

Tembusan :
Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di
Sintang.
2.  Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
4 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang
di Sintang.
6. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah
Kabupaten Sintang di Sintang.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 900.1.7.1/225/KEP-BPKAD /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR
900.1.7.1/1695/KEP-BPKAD /2024 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEKUASAAN BUPATI SINTANG
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG SEBAGAI KEPALA SATUAN
KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO.

NAMA/NIP/ PANGKAT/
GOLONGAN RUANG

JABATAN POKOK

DILIMPAHKAN SEBAGAI

2

3
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